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PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 

NOMOR      1    TAHUN 2010 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI 
PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 

PROVINSI SULAWESI BARAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SULAWESI BARAT, 

Menimbang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah 
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dalam 
rangka melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan 
pemerintahan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan, 
dapat dibentuk Lembaga  Lain sebagai bagian dari Perangkat 
Daerah; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3)  Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan 
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, untuk menunjang kegiatan 
Badan Koordinasi Penyuluhan di Provinsi, dibentuk Sekretariat  
Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ;   

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 2 
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah, pembentukan organisasi perangkat 
daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;   

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 
a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan 
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat ; 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 



 2

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4422) ; 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan 
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4660) ; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, 
Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 
Kehutanan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5018); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah 
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39) ; 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 

dan 

GUBERNUR SULAWESI BARAT 

MEMUTUSKAN  : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN 
TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI 
PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN 
KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI BARAT. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 

1. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang pertanian, Menteri yang 
bertanggungjawab di bidang perikanan, atau Menteri yang bertanggungjawab di bidang 
Kehutanan. 

2. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat. 

3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.  

5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah.  

6. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan  oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

7. Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya 
disebut BAKORLUH, adalah Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 
Kehutanan  Provinsi Sulawesi Barat. 

8. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang 
selanjutnya disebut Sekretariat BAKORLUH, adalah Sekretariat Badan Korodinasi 
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Sulawesi Barat.  

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Satuan Kerja 
Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Sulawesi Barat. 

10. Sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut sistem 
penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, 
keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan. 

11. Penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan 
adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan 
mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, 
teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan 
produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan 
kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. 

12. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan 
yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, 
usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam 
hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, 
modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi 
kesejahteraan masyarakat. 

13. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan 
pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari 
praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam 
suatu sistem bisnis perikanan. 
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14. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya 
berada di dalam lingkungan perairan. 

15. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan 
hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan. 

16. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi 
yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, 
penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha 
hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang. 

17. Kelembagaan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, 
dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah lembaga yang 
ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk pelaku utama. 

18. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, atau penyuluh kehutanan, baik penyuluh PNS, 
swasta, maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga 
negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan. 

19. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang 
mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan. 

 
 

BAB II  

SEKRETARIAT BAKORLUH 

Pembentukan, kedudukan, tugas ,fungsi dan  
susunan organisasi 

Bagian Kesatu 
Pembentukan 

Pasal 2 

Untuk menunjang kegiatan BAKORLUH,  dibentuk Sekretariat BAKORLUH. 

 

Bagian Kedua 
Kedudukan 

Pasal 3 

(1) Sekretariat BAKORLUH  merupakan bagian dari perangkat daerah sebagai unsur 
penunjang kegiatan BAKORLUH yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Ketua Badan Koordinasi Penyuluhan. 

(2) Sekretariat BAKORLUH  dipimpin oleh Kepala Sekretariat. 

(3) Kepala Sekretariat BAKORLUH secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua 
BAKORLUH dan secara administratif kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 

 
Bagian Ketiga 

Tugas 

Pasal 4 

Sekretariat BAKORLUH mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan 
fasilitatif terhadap pelaksanaan tugas BAKORLUH. 
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Bagian Keempat 
Fungsi 

Pasal 5 

Untuk melaksanakan  tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat BAKORUH  
menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan program Sekretariat BAKORLKUH ; 

b. Fasilitasi penyusunan program dan kerjasama di bidang penyuluhan pertanian, perikanan 
dan kehutanan ; 

c. Fasilitasi pembinaan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan ; 

d. Fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis BAKORLUH ; 

e. Penngelolaan administrasi keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan 
BAKORLUH. 

 
 

Bagian Kelima 
Susunan Organisasi 

Pasal 6 

(1) Susunan Organisasi Sekretariat BAKORLUH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 
terdiri dari : 

a. Kepala Sekretariat ; 

b. Bagian Tata Usaha ; 

c. Bidang Program dan Kerjasama ; 

d. Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan ; 

e. Bidang Penyelenggaraan. 

(2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari : 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;  
b. Sub Bagian Program dan pelaporan ; dan 
c. Sub Bagian Keuangan.  

(3) Bidang Program dan Kerjasama, terdiri dari : 

a.  Sub Bidang Program ; dan 
b.  Sub Bidang Kerjasama. 

(4) Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan, terdiri dari : 

a. Sub Bidang Kelembagaan ; dan 
b. Sub Bidang Ketenagaan 

(5) Bidang Penyelenggaraan, terdiri dari : 

a. Sub Bidang Materi ; dan  
b. Sub Bidang Informasi Penyuluhan. 

(6) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat BAKORLUH sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), tercantum dalam Lampiran  dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

(7) Penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi  Sekretariat BAKORLUH akan diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. 


